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  KATA PENGANTAR 
 

 

Laporan Kinerja Subdirektorat Pengembangan Standar 
Sistem Manajemen dan Penilaian Kesesuaian (Subdit. 
SMPK) merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas 
kinerja pencapaian visi dan misi Direktorat 
Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian 
Kesesuaian, Personel dan Ekonomi Kreatif (Dit. PSIPPE), 
Deputi Bidang Pengembangan Standar, Badan 
Standardisasi Nasional, pada Tahun Anggaran 2019. 
Laporan Kinerja Subdit. SMPK Tahun 2019 merupakan 
Laporan Kinerja tahun kelima dari implementasi Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 
Tahun 2015-2019. 

Penyusunan Laporan Kinerja Subdit. SMPK Tahun 2019 mengacu pada Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 
Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas 
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Rencana Strategis BSN Tahun 2015-2019. 

Pada tahun 2019, Subdit. SMPK sebagai bagian dari Dit. PSIPPE bertekad 
melaksanakan Reformasi Birokrasi, dengan penguatan kinerja menjadi salah satu 
sasaran area perubahan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa 
program-program berjalan sesuai dengan yang ditargetkan. Disamping itu, Subdit. 
SMPK juga telah melakukan perubahan sasaran dalam rangka menyelaraskan 
terjadinya perubahan sasaran strategis BSN untuk periode 2015-2019. 

Laporan Kinerja Subdit. SMPK Tahun 2019 ini diharapkan dapat menjadi sumber 
informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Subdit. SMPK di 
masa mendatang, melalui pelaksanaan program dan kegiatan secara lebih optimal.  

Jakarta, 17 Januari 2020 

Kepala Subdirektorat Pengembangan 
Standar Sistem Manajemen dan 
Penilaian Kesesuaian, 

 
 Anna Melianawati
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    RINGKASAN EKSEKUTIF 
 

Perjanjian Kinerja Subdirektorat Pengembangan Standar Sistem Manajemen dan 
Penilaian Kesesuaian (Subdit. SMPK) Tahun 2019 telah menetapkan 1 (satu) sasaran 
dengan 4 (empat) Indikator Kinerja. Sasaran dan Indikator Kinerja tersebut merupakan 
perwujudan pelaksanaan “Program Pengembangan Standardisasi Nasional” yang 
diamanatkan kepada Subdit. SMPK sebagai bagian dari Direktorat Pengembangan 
Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personel dan Ekonomi Kreatif (Dit. PSIPPE), 
Deputi Bidang Pengembangan Standar, Badan Standardisasi Nasional. 

Berikut disajikan tabel capaian perjanjian kinerja Subdit. SMPK tahun 2019 menurut 
Sasaran. 

Tabel Sasaran, Indikator Kinerja, Target dan Capaian Tahun 2019 

Sasaran Indikator kinerja Target Realisasi % Capaian 

Meningkatkan 
kapasitas dan 
kualitas 
pengembangan 
standar sistem 
manajemen dan 
penilaian 
kesesuaian 

1. Jumlah RASNI yang 
diusulkan untuk 
ditetapkan 

10 RASNI 17 RASNI 170% 

2. Jumlah rekomen-
dasi hasil kaji ulang 
SNI 

12 
Rekomendasi 

14 
Rekomendasi 

117% 

3. Persentase tindak 
lanjut PNPS 

50% 100% 200% 

4. Persentase 
pemenuhan kewa-
jiban internasional 
terkait pengem-
bangan standar 

95% 100% 105% 

Rata-rata capaian sasaran 148% 

 

Dari 4 (empat) indikator kinerja di Subdit. SMPK, seluruh indikator telah 
dilaksanakan dengan hasil melebihi target yang telah ditetapkan, dengan rata-rata 
capaian kinerja sebesar 148%. 
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     BAB  I              PENDAHULUAN 
 

I.1 LATAR BELAKANG 

emerintahan yang baik (good governance) dan bersih dari Korupsi Kolusi dan 
Nepotisme (KKN) merupakan syarat mutlak bagi setiap penyelenggara negara 
untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita 
bangsa dan negara. Dalam upaya mewujudkan good governance tersebut, 

diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, 
jelas, terukur, dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan 
bertanggung jawab serta bebas dari KKN. Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebagai 
salah satu lembaga pemerintah non kementerian yang diberi tugas untuk melakukan 
tugas dan tanggung jawab pemerintah di bidang standardisasi dan penilaian 
kesesuaian juga tidak terlepas dari kewajiban tersebut.  

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan tanggung jawab 
tersebut, maka sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN RB) Nomor 53 Tahun 2014 
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas 
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, perlu disusun Laporan Kinerja.  

Dengan demikian, sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan 
tanggung jawab kegiatan pengembangan standar untuk lingkup sistem manajemen 
dan penilaian kesesuain yang dilaksanakan oleh Subdirektorat Pengembangan Standar 
Sistem Manajemen dan Penilaian Kesesuaian (Subdit. SMPK), perlu disusun Laporan 
Kinerja Subdirektorat Pengembangan Standar Sistem Manajemen dan Penilaian 
Kesesuaian. 

Kinerja Subdit. SMPK memberikan kontribusi khususnya pada kinerja Direktorat 
Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personel dan Ekonomi 
Kreatif (Dit. PSIPPE) dan secara keseluruhan terhadap BSN. Oleh karena itu, penyusunan 
Laporan Kinerja Subdit. SMPK merupakan bahan masukan dalam penyusunan Laporan 
Kinerja Dit. PSIPPE tahun 2019. 
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I.2  MAKSUD DAN TUJUAN 

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Subdit. SMPK adalah sebagai bentuk 
pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan program/kegiatan serta 
akuntabilitas kinerja dalam rangka mencapai visi dan misi Dit. PSIPPE, dengan tujuan 
sebagai berikut: 

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja 
yang telah dan seharusnya dicapai; 

2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk 
meningkatkan kinerjanya. 

Hasil evaluasi yang dilakukan akan digunakan sebagai dasar penyusunan beberapa 
rekomendasi untuk menjadi masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang 
akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Unit Kerja. 

I.3  TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI 

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2018 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional, Subdit. SMPK 
mempunyai tugas: 

melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, 
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan Standar Nasional 
Indonesia dan standar internasional, serta pelaksanaan pemenuhan kewajiban 
internasional di bidang pengembangan standar sektor sistem manajemen dan 
penilaian kesesuaian.  

Untuk menjalankan tugas tersebut, Subdit. SMPK menyelenggarakan fungsi: 

1. melakukan penyusunan bahan pedoman pengembangan standar terkait bidang 
pengembangan SNI sektor sistem manajemen dan penilaian kesesuaian, 

2. melakukan penyusunan bahan pengelolaan PNPS terkait bidang pengembangan 
SNI sektor sistem manajemen dan penilaian kesesuaian, 

3. melakukan penyusunan bahan pengelolaan (pembentukan, perubahan atau 
pembubaran) dan pembinaan Komite Teknis sektor sistem manajemen dan 
penilaian kesesuaian, 

4. melakukan penyusunan bahan kebijakan lainnya yang dibutuhkan, termasuk 
melalui kerja sama dengan pemangku kepentingan di dalam negeri dan luar 
negeri, terkait bidang pengembangan SNI dan standar internasional sektor sistem 
manajemen dan penilaian kesesuaian, 



 

2019| Subdirektorat Pengembangan Standar Sistem Manajemen Mutu dan  
Penilaian Kesesuaian 

3 

 

5. melakukan penyusunan bahan pengelolaan Perumusan SNI (penyusunan konsep 
SNI, pembahasan RSNI, Jajak Pendapat, penyusunan RASNI, dan finalisasi dokumen 
SNI) dan monitoring proses perumusan SNI, termasuk yang menggunakan teknologi 
informasi sektor sistem manajemen dan penilaian kesesuaian, 

6. melakukan penyusunan bahan pengelolaan pemeliharaan SNI melalui kaji ulang 
SNI sektor sistem manajemen dan penilaian kesesuaian, 

7. melakukan penyusunan bahan pengelolaan dan monitoring kompetensi sumber 
daya perumusan SNI sektor sistem manajemen dan penilaian kesesuaian, 

8. melakukan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kinerja 
terkait pengelolaan pengembangan SNI dan standar internasional sektor sistem 
manajemen dan penilaian kesesuaian, 

9. melakukan penyusunan bahan koordinasi dan pengelolaan peran serta pemangku 
kepentingan di dalam pemenuhan kewajiban internasional, termasuk usulan posisi 
Indonesia untuk tanggapan, voting, dan nominasi expert terkait sektor sistem 
manajemen dan penilaian kesesuaian, 

10. melaksanakan pengelolaan kesekretariatan organisasi standar internasional ISO. 

Pelaksanaan tugas dan fungsi Subdit. SMPK tersebut dijabarkan dalam bisnis proses 
pengembangan SNI yang terdiri dari kegiatan utama dan kegiatan pendukung, seperti 
pada gambar berikut.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar I.1 – Bisnis proses kegiatan pengembangan SNI yang dilakukan oleh 
Subdirektorat Pengembangan Standar Sistem Manajemen dan Penilaian Kesesuaian  
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Struktur Organisasi Subdit. SMPK dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

 

Gambar I.2 - Struktur Organisasi Subdirektorat Pengembangan Standar  
Sistem Manajemen dan Penilaian Kesesuaian dalam  

Kedeputian Pengembangan Standar 
 

Berdasarkan struktur organisasi tersebut, Subdit. SMPK mempunyai tata kerja yang 
didukung oleh: 

1. JFU Analis Perumusan SNI, dengan tugas: 

− menyiapkan bahan, menganalisa, mengelola dan melaporkan data 
perkembangan ketentuan kebijakan pengembangan SNI dan standar 
internasional bidang sistem manajemen dan penilaian kesesuaian; 

− menyiapkan bahan dan menganalisa usulan pembentukan/perubahan ruang 
lingkup komite teknis dan keanggotaan Komite Teknis  terkait pengembangan 
SNI bidang sistem manajemen dan penilaian kesesuaian; 

− melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan  Komite Teknis 
Perumusan SNI bidang sistem manajemen dan penilaian kesesuaian mulai dari 
usulan keanggotaan, perubahaan keanggotaan, usulan pengajuan ruang 
lingkup, dan perubahan ruang lingkup; 

JFU Analis Perumusan SNI 
JFU Pengolah Data 
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− menyiapkan bahan dan menganalisa usulan  PNPS  (Program Nasional 
Pengembangan Standar) terkait  pengembangan SNI bidang sistem manajemen 
dan penilaian kesesuaian; 

− melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan   PNPS  (Program 
Nasional Pengembangan Standar) mulai dari pelaksanaan penyusunan konsep 
SNI,ratek, rakon, Jajak Pendapat, finalisasi dokumen SNI dan pengajuan 
penetapan  SNI terkait  pengembangan SNI bidang sistem manajemen dan 
penilaian kesesuaian; 

− menyiapkan bahan, menganalisa, mengelola dan melaporkan  pemeliharaan  
SNI  bidang infrastruktur, kebumian, dan kebencanaan dan melaksanakan 
tindak lanjut hasil rekomendasi; 

− menyiapkan bahan, menganalisa, mengelola dan melaporkan   pemenuhan 
kewajiban internasional mulai dari pemberian tanggapan, voting, partisipasi 
dalam pertemuan internasional, nominasi expert, pengajuan draft standar 
internasional dari Indonesia dan penyelenggaraan tuan rumah pertemuan 
internasional dalam rangka pengembangan standar internasional terkait bidang 
bidang sistem manajemen dan penilaian kesesuaian; 

− menyiapkan bahan, menganalisa, dan menyusun pelaporan kinerja Subdit 
bidang sistem manajemen dan penilaian kesesuaian. 

2. JFU Analis Pengolah Data, dengan tugas: 

− melakukan pengelolaan data dan kelengkapan usulan PNPS melalui SISPK sektor 
Sistem Manajemen dan Penilaian Kesesuaian; 

− melakukan pengelolaan data dan mendokumentasikan proses perumusan SNI 
konsep SNI, Rapat teknis, Rapat Konsensus, Jejak Pendapat, finalisasi dokumen 
SNI dan penetapan  SNI melalui SISPK sektor Sistem Manajemen dan Penilaian 
Kesesuaian; 

− melakukan pengolahan data Perwajahan dokumen RASNI yang siap ditetapkan 
menjadi SNI sektor Sistem Manajemen dan Penilaian Kesesuaian; 

− menyiapkan bahan data pengelolaan komtek dan dokumen terkait 
Pengembangan SNI sektor Sistem Manajemen dan Penilaian Kesesuaian; 

− melakukan dokumentasi bahan data tanggapan Indonesia dalam 
pengembangan standar internasional sektorSistem Manajemen dan Penilaian 
Kesesuaian. 
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I.4  SUMBER DAYA MANUSIA 
Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, sampai dengan 31 Desember 
2019 maka Subdit. SMPK memiliki personel berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 
Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 4 (empat) orang, dengan rincian sesuai 
tabel berikut.  

Tabel I.1 - Personel Subdirektorat Pengembangan Standar Sistem Manajemen dan 
Penilaian Kesesuaian 

 

 
 
 
 

 
a. Berdasarkan jenis kelamin  b. Berdasarkan tingkat pendidikan 

Gambar I.3 - Grafik Personel Subdirektorat Pengembangan Standar  
Sistem Manajemen dan Penilaian Kesesuaian 

No Uraian Jenjang Pendidikan Jumlah 
Orang Keterangan > S1 S1 S2 

1. Kepala  Subdit  0 0 1 1  

2. Analis perumusan SNI 0 4 0 4 1 orang CPNS 

3. Pengolah data 0 0 0 0  
 Jumlah 0 4 1 5  
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I.5  PERAN STRATEGIS  
Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan 
Penilaian Kesesuaian (SPK), BSN diharapkan memberikan kontribusi dalam pemecahan 
masalah yang dihadapi selama ini.  

Subdit. SMPK mempunyai peran strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN, 
yaitu penyediaan SNI sesuai kebutuhan pemangku kepentingan, khususnya terkait 
lingkup sistem manajemen mutu dan penilaian kesesuaian.  Untuk itu sesuai dengan 
tugas dan fungsinya Subdit. SMPK telah mengidentifikasi potensi, permasalahan yang 
dihadapi, dan tindak lanjut yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi 
BSN. 

Tabel I.2 - Potensi dan Permasalahan Subdirektorat Pengembangan Standar Sistem 
Manajemen dan Penilaian Kesesuaian 

 

POTENSI PERMASALAHAN TINDAK LANJUT 

Cakupan SNI yang disusun 
bersifat strategis untuk 
diterapkan oleh 
organisasi/industri dalam 
meningkatkan daya saing 
produk atau jasa yang 
dihasilkan 
organisasi/industri tersebut, 
serta bersifat strategis untuk 
organisasi penilaian 
kesesuaian dalam memberi 
jaminan kesesuaian 
barang/jasa memenuhi 
persyaratan tertentu. 

1. Ekspektasi dari 
pemangku 
kepentingan belum 
didukung dengan 
sumber daya yang 
memadai untuk 
memberikan kinerja 
yang optimal 

 

1. Meningkatkan 
harmonisasi RSNI 
dengan standar 
internasional  

2. Meningkatkan 
pengelolaan kualitas 
SDM dalam perumusan 
standar  

3. Meningkatkan 
ketersediaan dana 
untuk memfasilitasi 
proses perumusan SNI 

2. Adanya keterbatasan 
anggota Komite 
Teknis dalam 
memahami dan 
memiliki informasi 
terkait seluruh 
substansi/materi SNI 
yang sedang 
dirumuskan 

1. Meningkatkan 
kompetensi SDM 
khususnya anggota 
dan sekretariat Komite 
Teknis  

2. Melibatkan pakar yang 
memiliki keahlian 
spesifik terkait materi 
standar yang sedang 
dirumuskan  
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 BAB II       PERENCANAAN KINERJA 
 

II.1   PERENCANAAN STRATEGIS 

II.1.1 Visi dan Misi 

umusan Visi dan Misi Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, 
Penilaian Kesesuaian, Personel dan Ekonomi Kreatif (Dit. PSIPPE), mengikuti 
Visi dan Misi dari Pusat Perumusan Standar (PPS) sesuai Renstra Deputi Bidang 
Penelitian dan Kerjasama Standardisasi, BSN, Tahun 2015-2019. Hal tersebut 

mengingat reorganisasi BSN baru selesai tahun 2019 dan baru mulai berjalan pada 
awal tahun 2019 yang merupakan akhir dari pembangunan jangka menengah 2015-
2019, sehingga untuk tahun 2019 ini Dit. PSIPPE sebagai bagian dari pemekaran Unit 
Pusat Perumusan Standar berkomitmen untuk masih meneruskan Visi dan Misi dari Pusat 
Perumusan Standar. 

 Adapun rumusan Visi dan Misi adalah sebagai berikut.  

VISI 
“Terwujudnya proses Perumusan SNI yang taat azas dan tepat waktu” 

MISI 
1. Mengembangkan dan memperkuat sistem pengembangan SNI;  

2. Menyempurnakan kebijakan pengembangan SNI; 

3. Melaksanakan pengelolaan komtek/subkomtek pengembangan SNI; 

4. Melaksanakan pembinaan komtek/subkomtek dan personel terkait dengan 
pengembangan SNI; 

5. Memfasilitasi proses pengembangan SNI secara taat azas. 

II.1.2  Tujuan dan Sasaran 

Tujuan  merupakan  sesuatu  apa  yang  akan  dicapai  atau  dihasilkan  dalam jangka 
waktu satu sampai dengan lima tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu 
kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, 
serta  mengarahkan  perumusan  sasaran,  kebijakan,  program,  dan  kegiatan  dalam 
rangka  merealisasi  misi.  Tujuan  yang  dirumuskan  berfungsi  juga  untuk mengukur 
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sejauh  mana  visi  dan  misi  telah  dicapai  mengingat  tujuan dirumuskan berdasarkan 
visi dan misi organisasi. 

Sesuai dengan tujuan Pusat Perumusan Standar, rumusan tujuan Dit. PSIPPE adalah 
sebagai berikut: 

TUJUAN 
 “Jumlah SNI yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan” 

Untuk mencapai tujuan tersebut, Dit. PSIPPE dituntut agar dapat mengikuti 
perkembangan dan dinamika di lingkungan BSN untuk meningkatkan kualitas, 
produktivitas dan kinerja pelaksanaan fungsi BSN. Pencapaian kinerja Dit. PSIPPE harus 
dapat dinilai dari aspek ketepatan penentuan sasaran strategis, indikator kinerja, 
ketepatan target dan keselarasan antara kinerja output dan kinerja outcome.  

SASARAN 
Sesuai dengan sasaran kegiatan Pusat Perumusan Standar yang mengacu kepada 
Renstra Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi, BSN, Tahun 2015-2019, 
sasaran kegiatan Dit. PSIPPE adalah: 

1. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SNI; 

2. Terwujudnya kebijakan pengembangan SNI yang sesuai kebutuhan nasional;  

3. Terwujudnya RASNI yang siap ditetapkan yang telah memenuhi ketentuan PSN; 

4. Meningkatnya kualitas SDM perumusan standar; 

5. Meningkatnya kualitas Komtek/ Subkomtek perumusan standar; 

6. Terwujudnya fasilitasi program perumusan SNI; 

7. Terwujudnya pengembangan SNI yang koheren dengan perkembangan standar 
internasional; 

8. Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata 
kelola dan organisasi yang profesional. 

Sementara sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan Dit. PSIPPE berdasarkan 
Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sebagai upaya penyempurnaan adalah sebagai berikut: 

1. Terwujudnya daya saing produk berstandar di pasar domestik dan global; 

2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pengembangan infrastruktur, penilaian 
kesesuaian, persnonal dan ekonomi kreatif; 

3. Meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran. 
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II.2   PERJANJIAN KINERJA 

Perjanjian kinerja merupakan Pernyataan Kinerja atau Perjanjian Kinerja antara atasan 
dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber 
daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan instansi 
pemerintah untuk menilai keberhasilan organisasi pada akhir tahun.  

Sebagai upaya untuk terus melakukan perbaikan dalam pengukuran kinerja, pada 
tahun 2019 telah dilakukan penyempurnaan Indikator Kinerja Sasaran Dit. PSIPPE 
sehingga indikator kinerja Perjanjian Kinerja Dit. PSIPPE Tahun 2019 juga mengalami 
perubahan. Berikut adalah Perjanjian Kinerja Dit. PSIPPE tahun 2019 berdasarkan 
sasaran, indikator kinerja dan target.  

Tabel II.3 - Perjanjian Kinerja Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian 
Kesesuaian, Personel dan Ekonomi Kreatif Tahun 2019 

Sasaran Indikator Kinerja Target 

Perspektif Stakeholder  

1. Terwujudnya daya saing 
produk berstandar di 
pasar domestik dan 
global 

1. Persentase pertumbuhan ekspor 
Produk Nasional yang didukung 
SNI, Laboratorium, Lembaga 
Sertifikasi dan Metrologi (Standar 
Nasional Satuan Ukuran) 

2,5% 

2. Persentase pertumbuhan produk 
ber-SNI di pasar retail dalam negeri 

1% 

3. Indeks kepuasan masyarakat 
terhadap efektivitas Sistem Stan-
dardisasi dan Penilaian Kesesuaian 

Nilai 4,40 

Perspektif Proses Internal  

2. Meningkatkan kapasitas 
dan kualitas 
pengembangan 
infrastruktur, penilaian 
kesesuaian, persnonal 
dan ekonomi kreatif 

4. Jumlah SNI yang ditetapkan 125 RASNI 

5. Jumlah rekomendasi hasil kaji 
ulang SNI 

50 
Rekomendasi 

6. Persentase tindak lanjut PNPS 50% 

7. Persentase pemenuhan kewajiban 
internasional terkait 
pengembangan standar 

95% 

Perspektif Learning and Growth  

3. Meningkatkan kinerja 
pengelolaan anggaran  

8. % Realisasi Anggaran > 97% 
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Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Dit. PSIPPE pada tahun 2019 
menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dimana setiap sasaran memiliki indikator kinerja 
sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pada setiap 
pelaksanaannya.  

Untuk memastikan ketercapaian Perjanjian Kinerja tersebut, Dit. PSIPPE telah dilakukan 
cascading Perjanjian Kinerja pada tingkat Subdirektorat. Perjanjian Kinerja antara 
Kepala Subdit. SMPK dan Direktur PSIPPE Tahun 2019 diuraikan pada tabel berikut, dan 
dokumen lengkap diuraikan pada Lamipran I.  

Tabel II.4 - Perjanjian Kinerja Subbidang Sistem Manajemen dan Penilaian Kesesuaian 
Tahun 2019 

Sasaran Indikator kinerja Target 

Meningkatkan kapasitas 
dan kualitas 
pengembangan standar 
sistem manajemen dan 
penilaian kesesuaian 

1. Jumlah RASNI yang diusulkan 
untuk ditetapkan 

10 RASNI 

2. Jumlah rekomendasi hasil kaji 
ulang SNI 

12 Rekomendasi 

3. Persentase tindak lanjut PNPS 50% 

 4. Persentase pemenuhan 
kewajiban internasional terkait 
pengembangan standar 

95% 

 
 

Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Dit. PSIPPE melaksanakan 1 
(satu) kegiatan dalam 1 (satu) program, yaitu sebagai berikut:     

- Program : Pengembangan Standardisasi Nasional 

- Kegiatan : Peningkatan Perumusan Standar Infrastruktur, Penilaian 

Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif (4181) 

- Output : 125 Standar Nasional Indonesia 

 



 

 2019| Subdirektorat Pengembangan Standar Sistem Manajemen Mutu  
dan Penilaian Kesesuaian  

12 

 

Output tersebut dicapai melalui suboutput/komponen kegiatan berikut: 

Kode Uraian Suboutput/Komponen 

4181.001 Standar Nasional Indonesia bidang Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, 
Personal, dan Ekonomi Kreatif 

4181.001.001 Rekomendasi Kebijakan Perumusan SNI bidang Infrastruktur, Penilaian 
Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif 

051 Menyusun Rekomendasi Kebijakan Perumusan SNI bidang 
Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif 

052 Melaksanakan Pemeliharaan SNI bidang Infrastruktur, Penilaian 
Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif 

053 Melakukan Pembinaan SDM perumusan SNI bidang Infrastruktur, 
Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif 

054 Melaksanakan Evaluasi Pengelolaan Komite Teknis bidang 
Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif 

055 Melaksanakan Pemenuhan Kewajiban Internasional terkait 
Pengembangan Standar bidang Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, 
Personal, dan Ekonomi Kreatif 

4181.001.U01 Perumusan RSNI dari JP hingga penetapan SNI bidang Infrastruktur, 
Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif 

051 Perumusan SNI yang disusun dengan adopsi identik metode 
republikasi - reprint 

052 Perumusan SNI yang disusun dengan adopsi identik metode 
terjemahan 

053 Perumusan SNI yang disusun dengan adopsi modifikasi metode 
terjemahan 

054 Perumusan SNI yang disusun dengan metode pengembangan sendiri 

4181.001.K01 Perumusan RSNI dari PNPS hingga RSNI3 bidang Infrastruktur, Penilaian 
Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif 

051 Perumusan SNI yang disusun dengan adopsi identik metode 
republikasi - reprint 

052 Perumusan SNI yang disusun dengan adopsi identik metode 
terjemahan 

053 Perumusan SNI yang disusun dengan adopsi modifikasi metode 
terjemahan 

054 Perumusan SNI yang disusun dengan metode pengembangan sendiri 
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A 

BAB III                     AKUNTABILITAS KINERJA 
 

kuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban kinerja instansi dalam 
mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi dan digunakan sebagai 
dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan 
sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka 

mewujudkan visi dan misi lembaga. 

Dit. PSIPPE berkewajiban untuk melaporkan akuntabilitas kinerja melalui penyajian 
Laporan Kinerja. Laporan Kinerja tersebut menggambarkan tingkat keberhasilan dan 
kegagalan selama kurun waktu 1 (satu) tahun berdasarkan sasaran, program dan 
kegiatan yang telah ditetapkan. Untuk mendukung pencapaian kinerjanya, Subdit. 
SMPK telah melaksanakan beberapa aktivitas kegiatan yang disesuaikan dengan tugas 
pokok dan fungsinya. Pelaksanaan aktivitas kegiatan tersebut selanjutnya dituangkan 
dalam Laporan Kinerja Subdirektorat Pengembangan Standar Sistem Manajemen dan 
Penilaian Kesesuaian Tahun 2019. 

III.1   CAPAIAN KINERJA 

Pencapaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai organisasi sesuai dengan 
wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran 
organisasi. Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran untuk 
mewujudkan visi dan misi Dit. PSIPPE, maka telah ditetapkan sasaran dan target kinerja. 
Sasaran dan target kinerja tersebut dicapai melalui pelaksanaan program dan 
kegiatan serta aktivitas kegiatan sebagaimana telah disampaikan pada Bab II. 
Pencapaian masing-masing sasaran dan target yang terkait Subdit. SMPK yang 
direncanakan dalam Tahun 2019 berdasarkan Perjanjian Kinerja, dapat dilihat pada 
tabel di bawah ini. 
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Tabel III.5 - Pencapaian Kinerja Subdirektorat Pengembangan Standar  
Sistem Manajemen dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2019 

Sasaran Indikator kinerja Target Realisasi Capaian 
Meningkatkan 
kapasitas dan 
kualitas 
pengembangan 
standar sistem 
manajemen dan 
penilaian 
kesesuaian 

1. Jumlah RASNI yang 
diusulkan untuk 
ditetapkan 

10 RASNI 17 RASNI 170% 

2. Jumlah rekomendasi 
hasil kaji ulang SNI 

12 
Rekomendasi 

14 
Rekomendasi 

117% 

3. Persentase tindak 
lanjut PNPS 

50% 100% 200% 

4. Persentase 
pemenuhan 
kewajiban 
internasional terkait 
pengembangan 
standar 

95% 100% 105% 

Rata-rata capaian sasaran 148% 
 
 

Berdasarkan tabel di atas, berikut diuraikan capaian kinerja Subdit. SMPK untuk 
pencapaian sasaran sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian 
Kinerja. 

Pencapaian sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut.  

SASARAN 1 Meningkatkan kapasitas dan kualitas pengembangan standar 
sistem manajemen dan penilaian kesesuaian 

 
 

Tabel III.6 - Capaian Kinerja Sasaran I 
 

Indikator Kinerja Satuan 
Realisasi Capaian 2019 

2015 2016 2017 2018 Target  Realiasi % 

1. Jumlah RASNI 
yang diusulkan 
untuk ditetapkan 

RASNI 11 20 11 10 10 17  170% 

2. Jumlah 
rekomendasi 
hasil kaji ulang 
SNI 

Reko
men-
dasi 

11 0 2  9 12 14  117% 
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Indikator Kinerja Satuan 
Realisasi Capaian 2019 

2015 2016 2017 2018 Target  Realiasi % 

3. Persentase 
tindak lanjut 
PNPS 

% - - - - 50 100 200% 

4. Persentase 
pemenuhan 
kewajiban 
internasional 
terkait 
pengembangan 
standar 

% - - - - 95 100 105% 

Rata-rata capaian Sasaran 148% 
 

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya Sasaran 1: “Meningkatkan kapasitas dan 
kualitas pengembangan standar sistem manajemen dan penilaian kesesuaian” terdiri 
dari 4 indikator kinerja. Seluruh indikator kinerja tersebut dapat dilaksanakan dengan 
realisasi capaian kinerja di atas 100%, dengan rata-rata capaian kinerja untuk Sasaran 1 
adalah 148%. 

Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja Sasaran 1 

1. Jumlah RASNI yang diusulkan untuk ditetapkan 

Pada tahun 2019, Subdit. SMPK mengelola 5 (lima) Komite Teknis Perumusan SNI. 
Pengelolaan kelima Komite Teknis tersebut dilakukan oleh Sekretariat yang berada 
di BSN. Daftar Komite Teknis tersebut beserta ruang lingkup pekerjaannya, diuraikan 
pada tabel berikut. 

Tabel III.7 - Komite Teknis Perumusan SNI di bawah koordinasi Subdirektorat 
Pengembangan Standar Sistem Manajemen dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2019 

No Komite Teknis 
Perumusan SNI Ruang lingkup Mirroring dengan 

ISO/TC: 

1.  Komite Teknis 
03-02, Sistem 
Manajemen 
Mutu, Aset dan 
Pendidikan Non 
Formal 

Mengembangkan standar terkait: 
− manajemen mutu (sistem 

manajemen mutu umum dan 
teknologi pendukung), serta 
standar manajemen mutu di 
sektor tertentu atas permintaan 

− ISO/ TC 176, Quality 
management and 
quality assurance 

− ISO/TC 251, Asset 
management 
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No Komite Teknis 
Perumusan SNI Ruang lingkup Mirroring dengan 

ISO/TC: 
  sektor yang terkena dampak, 

yang mencakup konsep dan 
terminologi, sistem mutu, dan 
teknologi pendukung;  

− manajemen aset; dan 
− Layanan pendidikan dan 

pembelajaran yang 
difokuskan, tetapi tidak 
terbatas pada layanan 

− ISO/TC 232, Learning 
services outside 
formal education. 

2.  Komite Teknis 
03-05, 
Lembaga 
Penilaian 
Kesesuaian 

Mengembangkan standar terkait 
penilaian kesesuaian, termasuk 
praktik pengujian, inspeksi, dan 
sertifikasi produk, proses, dan jasa, 
serta penilaian sistem 
manajemen, laboratorium 
pengujian, lembaga inspeksi, 
lembaga sertifikasi, badan 
akreditasi dan pengoperasian-
nya serta keberterimaannya.  

Committee on 
Comformity Assessment  
(CASCO) 

3.  Komite Teknis 
03-09, 
Manajemen 
Pariwisata 

Mengembangkan standar terkait 
terminologi dan spesifikasi 
layanan yang ditawarkan oleh 
penyedia layanan pariwisata, 
termasuk kegiatan terkait, tujuan 
wisata dan persyaratan fasilitas 
dan peralatan yang digunakan, 
untuk memberikan kreteria 
kepada pembeli, penyedia dan 
konsumen dalam membuat 
keputusan. 
Layanan pariwisata termasuk 
usaha daya tarik wisata; usaha 
kawasan pariwisata; jasa 
transportasi wisata; jasa perjalan-
an wisata; jasa makanan dan 
minuman; penyedia akomodasi; 
penyelengara kegiatan hiburan 
dan rekreasi; penyelenggara 
pertemuan, perjalanan intensif, 
konferensi dan pameran; jasa 
informasi wisata; jasa konsultan 
pariwisata; jasa pramuwisata; 
wisata tirta; dan SPA. 

TC 228, Tourism and 
related services 
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No Komite Teknis 
Perumusan SNI Ruang lingkup Mirroring dengan 

ISO/TC: 

4.  Komite Teknis 
03-10, Tata 
Kelola, 
Manajemen 
Risiko dan 
Kepatuhan 

Mengembangkan standar terkait: 
− manajemen risiko; dan    
− tata kelola pemerintah yang 

berkaitan dengan arah, 
kontrol, dan akuntabilitas 
organisasi 

− TC 262, Risk 
management;  

− TC 309, Governance 
of organization.  

5.  Komite Teknis 
19-04, Metode 
dan Prosedur 
Pengujian 
secara Umum 

mengembangkan standar terkait 
prosedur dan kondisi pengujian 
secara umum untuk bidang 
mikrobiologi, kimia, mekanika, 
kelistrikan, dan medis 

- 

 

Dalam perjalanan pelaksanaan tugasnya, Komite Teknis 19-04, Metode dan 
Prosedur Pengujian secara Umum, dibubarkan melalui Surat Keputusan Kepala 
Badan Standardisasi Nasional Nomor 132/KEP/BSN/4/2019 tanggal 22 April 2019. Hal 
tersebut karena sejak Komite Teknis ini dibentuk yaitu tahun 2006 sampai dengan 
tahun 2019, belum ada aktivitas merumuskan SNI. Disamping itu, saat ini perumusan 
SNI untuk metode pengujian sudah dilakukan oleh Komite Teknis produk/sektor 
terkait, atau oleh Komite Teknis yang spesifik memiliki ruang lingkup pengujian untuk 
produk /sektor tertentu. 

Sementara, Komite Teknis 03-09, Manajemen Pariwisata, tidak melanjutkan 
perumusan SNI karena Kementerian Pariwisata selaku institusi pembina sektor 
pariwisata masih memprioritaskan perumusan persyaratan pengelolaan pariwisata 
melalui jalur regulasi teknis, belum memprioritaskan perumusan SNI. 

Dengan demikian, selama tahun 2019 terdapat 3 (tiga) Komite Teknis Perumusan SNI 
yang berada di bawah koordinasi Subdit. SMPK yang aktif merumuskan SNI. Sampai 
dengan akhir 2019, Jumlah RASNI yang diusulkan untuk ditetapkan menjadi SNI 
adalah sebanyak 17 RASNI.  

Identifiikasi 17 RASNI tersebut berdasarkan, status SNI, tingkat keselarasan dengan 
standar internasional dan jenis SNI, diuraikan pada Lampiran II dan digambarkan 
pada Grafik berikut. 
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a. Berdasarkan status perumusan SNI 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

b. Berdasarkan tingkat keselarasan dengan standar internasional 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
c. Berdasarkan jenis SNI 

 
Gambar III.4 - Identifikasi RASNI yang diusulkan untuk ditetapkan menjadi SNI 

tahun 2019 
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Dengan demikian, capaian realisasi untuk indikator “Jumlah RASNI yang diusulkan 
untuk ditetapkan” pada tahun 2019 adalah 17 RASNI atau 170% dari target yang 
ditetapkan yaitu 10 RASNI.  

Capaian ini juga melebihi hasil capaian pada tahun 2018 yang menghasilkan 10 
RASNI, tahun 2017 menghasilkan 11 RASNI, tahun 2015 menghasilkan 11 RASNI, 
namun capaian tahun 2019 tersebut berkurang dari jumlah RASNI pada tahun 2016 
yaitu 20 RASNI karena pada tahun 2016 ISO menerbitkan banyak standar untuk 
lingkup CASCO dan perlu segera diadopsi menjadi SNI untuk mendukung 
pelaksanaan akreditasi di Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Gambar III.5 – Grafik perbandingan jumlah RASNI tahun 2017 sampai dengan 2019 
 

Dengan dihasilkannya 17 RASNI yang melebihi target yang ditetapkan, pada 
dasarnya hal ini menunjukkan kegiatan perumusan SNI telah dapat dikelola dengan 
baik dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal, terutama 
keterbatasan dana untuk memfasilitasi kegiatan perumusan SNI. Subdit. SMPK 
bersama-sama dengan Komite Teknis Perumusan SNI telah berkoordinasi dan 
bersinergis dalam pelaksanaan perumusan SNI, pada setiap tahapan perumusan 
SNI yaitu: (1) penyusunan Program Nasional Perumusan SNI (PNPS); (2) Penyusunan 
konsep (drafting); (3) Rapat teknis; (4) Rapat Konsensus; (5) Jajak pendapat (public 
enquiry); (6) Pembahasan hasil JP; (7) Penyempurnaan RSNI untuk  penetapan; dan 
(8) Penetapan SNI.  

Di sisi lain, dengan dihasilkannya 17 RASNI tersebut maka telah tersedia 17 dokumen 
yang dapat ditetapkan sebagai SNI dan dijadikan sebagai rujukan dalam 

tahun 

RASNI 
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perdagangan untuk mendukung terwujudnya daya saing produk berstandar di 
pasar domestik dan global. 

Dari 17 RASNI yang dihasilkan tersebut, sebanyak 15 RASNI merupakan SNI sistem 
yang mengatur ketentuan untuk menjamin sistem manajemen organisasi dan 
ketentuan untuk melaksanakan proses penilaian kesesuaian produk, barang, jasa, 
sistem dalam memenuhi persyaratan tertentu khususnya persyaratan sesuai SNI. 
Sementara itu, 1 RASNI berkaitan dengan proses untuk menerapakan suatu sistem 
manajemen secara detail, dan 1 RASNI berkaitan dengan kompetensi SDM untuk 
menerapkan SNI. 

Dari 17 RASNI yang dihasilkan tersebut, sebanyak 12 RASNI merupakan revisi dari SNI 
yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga 12 RASNI telah terjamin kelayakan 
dan kekiniannya terhadap kebutuhan pasar dan perkembangan iptek dan 
perkembangan perumusan standar internasional.  

Ditinjau dari tingkat keselarasan dengan standar internasional, sebanyak 15 RASNI 
disusun dengan mengadopsi standar internasional secara identik sehingga memiliki 
tingkat keselarasan yang sama dengan standar internasional. Dalam hal ini, 7 RASNI 
disusun dengan metode Republikasi, dan 8 SNI disusun dengan metode terjemahan 
dari standar internasional. Sementara 2 RASNI disusun dengan metode 
pengembangan sendiri dengan memperhatikan kemampuan kondisi dalam negeri 
dalam pemenuhan SNI tersebut. 

2. Jumlah rekomendasi hasil kaji ulang SNI 

SNI yang telah ditetapkan, perlu dikaji ulang untuk menjaga kesesuaian SNI 
terhadap kebutuhan pasar dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 
sehingga SNI yang dipublikasikan terjamin kelayakan dan kekiniannya. Kaji ulang SNI 
dilakukan paling sedikit 1 kali dalam 5 tahun. Kaji ulang SNI memerlukan 
kesepakatan anggota Komite Teknis Perumusan SNI, dan menjadi dasar penyusunan 
kebijakan dalam tindaklanjut SNI tersebut, yaitu diperlukan revisi, amandemen, ralat, 
abolisi atau penetapan kembali sebagai SNI. 

Pada tahun  2019, terdapat 14 SNI lingkup Sistem Manajemen Mutu dan Penilaian 
Kesesuaian yang perlu dikaji ulang karena telah ditetapkan lebih dari 5 tahun serta 
mempertimbangkan perkembangan standar internasional yang diadopsinya.  

Seluruh SNI yang perlu dikaji ulang tersebut, dapat difasiliatasi untuk dikaji ulang 
pada tahun 2019 sehingga menghasilkan 14 rekomendasi hasil kaji ulang SNI. 
Dengan demikian, capaian realisasi untuk indikator “Jumlah rekomendasi hasil kaji 
ulang SNI” pada tahun 2019 adalah 14 rekomendasi atau 117% dari target yang 
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ditetapkan yaitu 12 rekomendasi. Capaian ini menunjukkan adanya komitmen yang 
baik dari Komite Teknis Perumusan SNI untuk menjamin kelayakan dan kekinian SNI.  

Jumlah SNI yang dikaji ulang pada tahun 2019, berikut rekomendasi kaji ulang  SNI 
yang dihasilkan, beserta tindak lanjut yang telah dilakukan atas rekomendasi 
tersebut adalah sebagai berikut. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar III.6 – Rekomendasi hasil kaji ulang SNI tahun 2019 
 

Tabel III.8 – Jumlah SNI kaji ulang Subdirektorat Pengembangan Standar Sistem 
Manajemen dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2019 

No. Komite Teknis 
Perumusan SNI 

Jumlah SNI 
yang perlu 

di kaji 
ulang 

Rekomendasi 
Hasil Kaji 

Ulang 
Tindak Lanjut 

1.  Komite Teknis 03-02 4 2 Revisi SNI, 
2 Abolisi SNI 

 

-  2 revisi SNI telah 
diajukan sebagai 
program tahun 2020 
(PNPS 2020) 

- 2 SNI telah diabolisi 
melalui Surat 
Keputusan Kepala BSN 
mengenai abolisi SNI 

2.  Komite Teknis 03-05 9 1 Revisi SNI, 
8 Penetapan 
kembali SNI 

-  1 revisi SNI telah 
diajukan sebagai 
program tahun 2020 
(PNPS 2020) 
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No. Komite Teknis 
Perumusan SNI 

Jumlah SNI 
yang perlu 

di kaji 
ulang 

Rekomendasi 
Hasil Kaji 

Ulang 
Tindak Lanjut 

 - 8 SNI penetapan 
kembali SNI dalam 
proses  

3.  Komite Teknis 03-09 0 0 - 

4.  Komite Teknis 03-10 1 1 Revisi SNI -  1 revisi SNI telah 
diajukan sebagai 
program tahun 2020 
(PNPS 2020) 

5.  Komite Teknis 19-04 0 0 - 

 Jumlah 14 14  
 
 

Capaian14 rekomendasi hasil kaji ulang pada tahun 2019 ini juga melebihi hasil 
capaian tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2018 menghasilkan 9 rekomendasi 
hasil kaji ulang, tahun 2017 menghasilkan 2 rekomendasi hasil kaji ulang, tahun 2016 
tidak melakukan kaji ulang, dan tahun 2015 menghasilkan 11 rekomendasi hasil kaji 
ulang, sebagaimana gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar III.7 – Grafik perbandingan jumlah rekomendasi hasil kaji ulang SNI  
tahun 2015 sampai dengan 2019 

tahun 

SNI 
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3. Persentase tindak lanjut PNPS 

Sesuai dengan Pedoman Pengembangan SNI, tahapan perumusan SNI mencakup: 
(1) penyusunan Program Nasional Perumusan SNI (PNPS); (2) Penyusunan konsep 
(drafting); (3) Rapat teknis; (4) Rapat Konsensus; (5) Jajak pendapat (public enquiry); 
(6) Pembahasan hasil JP; (7) Penyempurnaan RSNI untuk  penetapan; dan (8) 
Penetapan SNI.  

Pada awal tahun 2019, Komite Teknis Perumusan SNI di bawah koordinasi Subdit. 
SMPK telah menetapkan 20 PNPS yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala 
BSN Nomor 1/KEP/BSN/1/2019. Dalam perkembangannya, terdapat penambahan 
dan pembatalan PNPS, sehingga jumlah akhir PNPS yang berada di bawah 
koordinasi Subdit. SMPK adalah 19 PNPS, sebagaimana tabel berikut. 

Tabel III.9 – Program Nasional Perumusan SNI (PNPS) yang diusulkan Komite Teknis 
Perumusan SNI di bawah koordinasi Subdirektorat Pengembangan Standar Sistem 

Manajemen dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2019 

No Kriteria PNPS 
PNPS usulan Komite Teknis: Jumlah 

PNPS 03-02 03-05 03-09 03-10 19-04 

1 Usulan Awal PNPS (SK Kepala BSN Nomor 1/KEP/BSN/1/2019)  

a PNPS baru 2 8 2 0 0 12 

b PNPS perpanjangan 2 2 1 3 0 8 

c PNPS mendesak 0 0 0 0 0 0 

  TOTAL 4 10 3 3 0 20 

2 Perubahan Pertama (SK Kepala BSN Nomor 53/KEP/BSN/2/2019)  

a PNPS baru 2 8 2 0 0 12 

b PNPS perpanjangan 2 2 1 3 0 8 

c PNPS mendesak 0 0 0 0 0 0 

d Pembatalan PNPS 0 0 0 0 0 0 

  TOTAL 4 10 3 3 0 20 

3 Perubahan Kedua (SK Kepala BSN Nomor 115A/KEP/BSN/4/2019)  

a PNPS baru 2 8 2 0 0 12 

b PNPS perpanjangan 2 2 1 3 0 8 

c PNPS mendesak 1 0 0 0 0 1 

d Pembatalan PNPS 0 0 0 1 0 1 

  TOTAL 5 10 3 2 0 20 
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No Kriteria PNPS 
PNPS usulan Komite Teknis: Jumlah 

PNPS 03-02 03-05 03-09 03-10 19-04 

4 Perubahan Ketiga (SK Kepala BSN Nomor 422A/KEP/BSN/10/2019)  

a PNPS baru 2 8 2 0 0 12 

b PNPS perpanjangan 2 2 1 2 0 7 

c PNPS mendesak 7 0 0 0 0 7 

d Pembatalan PNPS 0 0 3 0 0 3 

  TOTAL 11 10 0 2 0 23 

5 Perubahan Keempat (Rapat KPPS: November 2019)  

a PNPS baru 2 8 0 0 0 10 

b PNPS perpanjangan 2 2 0 2 0 6 

c PNPS mendesak 7 0 0 0 0 7 

d Pembatalan PNPS 1 3 0 0 0 4 

  TOTAL 10 7 0 2 0 19 
 

Seluruh PNPS tersebut (19 PNPS) telah ditindaklanjuti sepanjang tahun 2019 ini. Status 
perkembangan tindak lanjut PNSP 2019 tersebut adalah sebagai  berikut. 

Tabel III.10 – Tindak lanjut Program Nasional Perumusan SNI Tahun 2019 

No Uraian   
Jumlah PNPS  dari Komite Teknis: 

03-02 03-05 03-09 03-10 19-04 Jumlah 

A. PNPS 10 7 0 2 0 19 

B. Tindaklanjut PNPS: 10 7 0 2 0 19 

 1. Tahap rapat teknis - 1 - - - 1 

 2. Tahap rapat konsensus - - - - - - 

 3. Tahap jajak pendapat (JP) - - - - - - 

 4. Tahap JP ulang (bila perlu) - - - - - - 

 5. Finalisasi RASNI (alih media) 1 - - - - 1 

 6. Proses penetapan - - - - - - 

 7. SK SNI 9 6 - 2 - 17 

C. Persentase tindak lanjut (B/A) 100% 100% - 100% - 100% 
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Dengan demikian, capaian realisasi untuk indikator “Persentase tindak lanjut PNPS” 
pada tahun 2019 adalah 19 PNPS yang ditindaklanjuti dari 19 PNPS yang ditetapkan, 
atau 100% dari target yang ditetapkan yaitu 50%. Capaian ini menunjukkan adanya 
komitmen yang baik dari Komite Teknis Perumusan SNI untuk melaksanankan 
perumusan SNI.  

Capaian ini belum dapat dibandingkan dengan hasil tahun sebelumnya, karena 
indikator ini baru ditetapkan pada tahun 2019. 

Pada tahun 2019, dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 
kegiatan perumusan SNI, khususnya pada tahap jajak pendapat, telah dilakukan 
penyebarluasan informasi seluruh RSNI pada tahap jajak pendapat kepada 
masyarakat luas melalui website: sispk.bsn.go.id.  

Khusus untuk “RSNI Manajemen risiko – Panduan implementasi SNI ISO 31000:2018 di 
sektor publik”, dengan mempertimbangkan RSNI tersebut ditujukan untuk sektor 
publik, maka telah dilakukan penyebarluasan informasi Jajak Pendapat RSNI 
tersebut khususnya kepada Kementerian/Lembaga dengan harapan 
Kementerian/Lembaga tersebut dapat memberikan masukan untuk 
penyempurnaan dokumen RSNI tersebut, dan dapat menerapkan SNI tersebut di 
Institusinya setelah RSNI tersebut ditetapkan sebagai SNI. 

Penyebarluasan informasi jajak pendapat “RSNI Manajemen risiko – Panduan 
implementasi SNI ISO 31000:2018 di sektor publik” dilakukan kepada: 

− Seluruh Kementerian/Lembaga melalui surat resmi. 

− 30 Kementerian/Lembaga melalui rapat koordinasi di BSN, tanggal 29 Oktober 
2019. 

− Kementerian Sekretariat Negara melalui koordinasi di Kantor Kementerian 
Sekretariat Negara pada tanggal 22 November 2019. 
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Gambar III.8 – Koordinasi jajak pendapat “RSNI Manajemen risiko – 
Panduan implementasi SNI ISO 31000:2018 di sektor publik” kepada 30 

Kementerian/Lembaga di BSN, Jakarta, 29 Oktober 2019 
 
 
 
 

 

Gambar III.9 – Audiensi Kepala BSN dengan Kementerian Sekretariat Negara mengenai 
jajak pendapat “RSNI Panduan implementasi SNI ISO 31000:2018 di sektor publik”,  

di Kantor Menteri Sekretaris Negara, Jakarta, 22 November 2019 
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4. Persentase pemenuhan kewajiban internasional terkait pengembangan standar  

Sesuai dengan UU Nomor 20 tahun 2014, Pasal 13 ayat (2), Perumusan SNI perlu 
dilakukan selaras dengan standar internasional. Pengaturan lebih lanjut telah diatur 
dalam Peraturan BSN No 2 tahun 2018 tentang Pengembangan SNI, bahwa salah 
prinsip dasar yang harus diterapkan dalam proses perumusan adalah koheren, yaitu 
sejauh mungkin mengacu kepada satu standar internasional yang relevan dan 
menghindarkan duplikasi dengan kegiatan perumusan standar internasional agar 
hasilnya dapat harmonis dengan perkembangan internasional. Untuk itu, disamping 
aktif dalam merumuskan SNI, Indonesia juga harus aktif terlibat dalam kegiatan 
standar internasional yang relevan.  

Dalam hal ini,  Subdit. SMPK telah aktif terlibat dalam kegiatan perumusan standar 
ISO, khususnya pada 4 (empat) Technical Committe (TC) di organisasi ISO dengan 
status keanggotaan Indonesia sebagai Participant-Member (p-member), yaitu: 

1. ISO/ TC 176, Quality management and quality assurance; 

2. Committee on Comformity Assessment (CASCO); 

3. TC 262, Risk management; 

4. TC 309, Governance of organization. 

Partisipasi aktif dalam kegiatan perumusan standar iSO tersebut dilakukan dengan 
melibatkan Komite Teknis yang relevan atau mirroring dengan ruang lingkup ISO/TC 
tersebut, sebagaimana Tabel berikut. 

Tabel III.11 – Partisipasi aktif Indonesia dalam kegiatan perumusan standar iSO 

No Ruang lingkup ISO/TC dengan status 
keanggotaan Indonesia: p-member  Komite Teknis Perumusan SNI 

1.  ISO/ TC 176, Quality management 
and quality assurance 

Komite Teknis 03-02, Sistem 
Manajemen Mutu, Aset dan 
Pendidikan Non Formal 

2.  Committee on Comformity 
Assessment  (CASCO) 

Komite Teknis 03-05, Lembaga 
Penilaian Kesesuaian 

3.  TC 262, Risk management Komite Teknis 03-10, Tata Kelola, 
Manajemen Risiko dan 
Kepatuhan 4.  TC 309, Governance of organization 

 



 

 2019| Subdirektorat Pengembangan Standar Sistem Manajemen Mutu  
dan Penilaian Kesesuaian  

28 

 

Selama tahun 2019, terdapat 77 permintaan tanggapan (balloting) dari sekretariat 4 
ISO/TC di atas yang diterima Indonesia. Seluruh dokumen balloting tersebut dapat 
ditanggapi Indonesia sebagai posisi Indonesia yang disampaikan melalui elekronik 
maupun kehadiran dalam sidang teknis. Rincian jenis dokumen permintaan 
tanggapan (balloting) dari sekretariat 4 ISO/TC yang diterima Indonesia tersebut 
diuraikan pada tabel berikut. 

Tabel III.12 – Dokumen balloting dari Sekretariat ISO/TC di bawah koordinasi 
Subdirektorat Pengembangan Standar Sistem Manajemen dan  

Penilaian Kesesuaian Tahun 2019 

No Jenis dokumen 
Jumlah 

Balloting Tanggapan 
Indonesia 

1  Committee Internal Balloting (CIB) 55 55 

2  New Proposal (NP) 4 4 

3  Committee Draft (CD) 5 5 

4  Draft International Standard (DIS) 4 4 

5  Final Draft International Standard (FDIS) 4 4 

6  Systematic Review (SR) 5 5 

 Jumlah total 77 77 
 

Sementara, tanggapan Indonesia terkait dokumen balloting dari ISO/TC 309, 
berkesempatan disampaikan secara langsung pada saat Delegasi Indonesia 
menghadiri sidang teknis ISO, yaitu:  

1. Sidang ISO/TC 309/WG 3 "Whistleblowing", Paris, Perancis, 25-28 Maret 2019. 

2. Sidang ISO/TC 309/WG 3 "Whistleblowing", New Delhi, India, 04-09 November 
2019. 

Dengan demikian, capaian realisasi Subdit. SMPK tahun 2019 untuk indikator 
“Persentase pemenuhan kewajiban internasional terkait pengembangan standar” 
pada tahun 2019 adalah 100% (77 tanggapan dari 77 balloting) dari target yang 
ditetapkan yaitu 95%. Capaian ini menunjukkan adanya komitmen dari Komite 
Teknis Perumusan SNI untuk terlibat dalam perumusan standar internasional.  

Capaian ini belum dapat dibandingkan dengan hasil tahun sebelumnya, karena 
indikator ini baru ditetapkan pada tahun 2019. 
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Namun demikian, saat ini keterlibatan Indonesia dalam memberikan masukan atau 
tanggapan terhadap standar ISO, dirasakan belum optimal. Indonesia juga dinilai 
masih minim dalam mengusulkan New Work Item Proposal dalam pengembangan 
standar internasional. Kurang aktifnya dalam pengusulan standar ISO memberi 
implikasi kepentingan nasional kita juga sedikit diakomodir dalam Standar 
international tersebut. Hal lain yang perlu ditingkatkan adalah dalam pemberian 
tanggapan standar ISO, Indonesia kurang memiliki data dukung dari hasil riset/kajian 
yang reliable. Beberapa program pengkayaan terhadap personel maupun 
pengembangan kerjasama dengan negara lain dalam bidang pengembangan ISO 
juga perlu ditingkatkan. 

Dengan tercapainya 4 (empat) indikator kinerja Subdit. SMPK melebihi target yang 
telah ditetapakan, dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 148%, secara umum 
dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perumusan standar di lingkup Subdit. SMPK 
telah dapat terlaksana dengan baik, dan dapat memberikan kontribusi dalam 
menghasilkan SNI untuk menjadi rujukan dalam perdagangan untuk mendukung 
terwujudnya daya saing produk berstandar di pasar domestik dan global. 

III.2   CAPAIAN DI LUAR PERJANJIAN KINERJA 

Selain capaian sesuai dengan yang tertera dalam Perjanjian Kinerja, Subdit. SMPK juga 
melakukan kegiatan lain sebagai upaya untuk mendukung pencapaian visi dan misi 
Dit. PSIPPE, antara lain: 

1. Penyusunan konsep kebijakan/ketentuan untuk mendukung pelaksanaan 
perumusan standar, yaitu: 

a) “Panduan penanganan kesekretariatan International Organization for 
Standardization (ISO) dalam pengembangan standar ISO” 

Dokumen tersebut pada dasarnya mengatur mekanisme untuk mendukung 
partisipasi aktif Indonesia dalam menyusun dan menanggapi draft standar 
ISO dan kehadiran delegasi Indonesia pada sidang ISO. 

Dokumen tersebut pada dasarnya mengatur penanganan kesekretariatan 
International Organization for Standardization (ISO) untuk memenuhi 
kewajiban Indonesia dalam pengembangan standar ISO, yang mencakup 
mekanisme untuk: 

− penunjukkan peran/kewenangan dalam ISO Portal; 

− penetapan status partisipasi Indonesia dalam Komite di ISO; 
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− penyusunan tanggapan/posisi Indonesia terhadap usulan pembentukan 
Project Committee (PC) atau Technical Committee (TC) baru di ISO;  

− penyusunan tanggapan/posisi Indonesia terhadap draf standar ISO dan 
dokumen lain yang terkait pengembangan standar ISO;  

− pengusulan standar internasional ISO oleh Indonesia di TC/SC; 

− partisipasi aktif Indonesia dalam menghadiri sidang/pertemuan teknis 
pada tingkat Komite (TC/PC/SC) ISO; dan 

− partisipasi aktif Indonesia sebagai penyelenggara sidang/pertemuan 
teknis pada tingkat Komite (TC/PC/SC) ISO.   

b) Panduan teknis adopsi standar International Organization for Standardization 
(ISO) menjadi SNI 

Panduan ini menetapkan opsi yang dapat dipililh oleh BSN dan/atau Komite 
Teknis Perumusan SNI pada saat pengusulan Program Nasional 
Pengembangan Standar (PNPS) dan penetapan SNI yang mengadopsi 
standar ISO, sesuai dengan status standar ISO yang akan diadopsi. 

Dengan adanya panduan ini, diharapkan SNI adopsi standar ISO yang 
ditetapkan tetap dapat selaras dengan perkembangan standar ISO. 

2. Mengelola kesekretariatan Komite Teknis Perumusan SNI. Dalam hal ini salah satu 
Komite Teknis yang dikelola Subdit. SMPK, yaitu Komite Teknis 03-02, Sistem 
Manajemen Mutu, Aset dan Pendidikan Non Formal, menjadi salah satu dari 11 
Komite Teknis dengan “Kategori Baik” pada kegiatan Evaluasi Kinerja Komite Teknis 
perumusan SNI tahun 2019 dan mendapatkan anugerah Herudi Technical 
Committee Award (HTCA) Tahun 2019 yang diselenggarakan di Jakarta, 22 
November 2019. 

Herudi Technical Committee Award (HTCA) adalah suatu bentuk penghargaan 
yang diberikan oleh BSN kepada Komite Teknis/Subkomite Teknis Perumusan Standar 
Nasional Indonesia (SNI), yang dinilai memiliki kinerja terbaik.  Penganugerahan 
HTCA dilakukan setiap tahun sebagai bagian dari pembinaan pengembangan SNI. 

Mekanisme pemilihan penerima penghargaan tahun ini dilakukan dalam 2 tahap 
yaitu desk assessment dan onsite terhadap 3 kriteria penilaian yang meliputi (1) 
Pengelolaan Komite Teknis, (2) Pengelolaan Program Nasional Penumusan SNI dan 
(3) Pemeliharaan SNI.  
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Gambar III.10 – Komite Teknis 03-02, Sistem Manajemen Mutu, Aset dan Pendidikan Non 

Formal, sebagai salah satu penerima Herudi Technical Committee Award tahun 2019 
dengan “katergori baik” yang diselenggarakan di Jakarta, 22 November 2019 

3. Melakukan peningkatan kompetensi SDM Perumusan Standar, baik internal Subdit 
Direktorat maupun anggota Komite Teknis yang berada di bawah koordinator 
Subdit. SMPK, untuk mendukung pelaksanaan kegiatan perumusan standar. 
Kegiatan peningkatan kompetensi SDM Perumusan Standar tersebut antara lain 
sebagai berikut. 

Tabel III.13 - Kegiatan peningkatan kompetensi SDM Perumusan Standar 
 

No. Nama kegiatan 
Jumlah SDM 

(orang)  
Pelaksanaan 

Eksternal BSN/Komite Teknis Perumusan SNI 

1.  Workshop EU Arise 2019 2 Bogor, Oktober 2019 

2.  Temu Komtek 1 Jakarta, 20 November 
2019 

Internal BSN 

1.  Workshop ISO/TMB on project 
management 

1 Tokyo, 28 Februari 2019 

2.  Pelatihan SNI ISO/IEC 27001:2013 1 Jakarta, April 2019 

3.  Simposium dan workshop 
"Harmonisasi redefinisi sistem 
internasional satuan ukuran dan 
kurikulum pendidikan nasional" 

2 Jakarta, 21 Mei 2019 
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No. Nama kegiatan 
Jumlah SDM 

(orang)  
Pelaksanaan 

4.  Pelatihan kebahasaan 2 Jakarta, 17 Juli 2019 

5.  Sharing Knowledge SNI ISO/IEC 
17021.1:2015 

1 Jakarta, 29 Juli 2019 

6.  Sharing Knowledge SNI ISO/IEC 
17025:2017 

1 Jakarta, 5 Agustus 2019 

7.  Workshop penerapan perjanjian 
TBT WTO 

1 Jakarta, 8 Agustus 2019 

8.  Workshop on ISO’s Committee on 
Conformity Assesment (CASCO) 
Educational Toolbox 

1 Bangkok, 20-21 Agustus 
2019 

9.  Workshop Tenaga Pengendali 
Mutu SNI 

4 Jakarta, 16 September 
2019 

10.  Pelatihan asesor SNI ISO 17065:2012 1 Jakarta, 23-25 
September 2019 

11.  Workshop Peran Ketertelusuran 
dalam Pengembangan Standar 

3 Serpong, 7 Oktober 2019 

12.  Workshop EU Arise 2019 2 Bogor, Oktober 2019 

13.  Pelatihan SNI ISO 17020 2 Jakarta, 14-15 Oktober 
2019 

14.  Pelatihan SNI ISO 17065:2012 1 Jakarta, 5-6 November 
2019 

15.  Pelatihan Pengadaan Barang dan 
Jasa 

1 Jakarta, 26 November - 
2 Desember 2019 

16.  Pelatihan SNI ISO/IEC 17021-1 2 Jakarta, 2-3 Desember 
2019 

17.  Pelatihan SNI ISO/IEC 17024:2012 1 Jakarta, 5-6 Desember 
2019 

18.  Sosialisasi ISO 17029 1 Jakarta, 9 Desember 
2019 
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III.3 REALISASI ANGGARAN   

Berdasarkan DIPA Nomor SP DIPA-084.01-0/2019 tanggal 5 Desember 2018, pagu 
anggaran TA 2019,  Direktorat Perumusan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, 
Personal dan Ekonomi Kreatif adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,-.  

Pada perjalanannya, dengan adanya perubahan prioritas kegiatan di lingkup BSN 
maka anggaran tersebut mengalami pemotongan sehingga pagu anggaran Direktorat 
Perumusan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal dan Ekonomi Kreatif 
menjadi sebesar Rp 1.206.857.000,-. Anggaran tersebut dapat direalisasikan untuk 
melaksanakan kegiatan pengembangan standar dalam rangka pencapaian kinerja  
dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.205.028.503,-  atau 99,85%.  
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L 

BAB IV            PENUTUP 
BAB IV   PENUTUP 

aporan Kinerja Subdirektorat Pengembangan Standar Sistem Manajemen 
dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2019 menyajikan pertanggungjawaban dan 
pencapaian kinerja Subdirektorat Sistem Manajemen dan Penilaian 
Kesesuaian Tahun 2019 dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan 
sasaran Direktorat Perumusan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, 

Personal dan Ekonomi Kreatif. 

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja terhadap kegiatan Subdirektorat Sistem 
Manajemen dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2019, seluruh kinerja kegiatan telah 
terlaksana sesuai perjanjian kinerja dan indikator kinerja. Hasil capaian setiap indikator 
kinerja dapat melebihi target yang telah ditetapkan, dengan rata-rata capaian kinerja 
sebesar 148%. 

Pencapaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa Subdirektorat Sistem Manajemen 
dan Penilaian Kesesuaian telah memberikan kontribusi dalam melaksanakan 
pengembangan dan pembinaan standardisasi di Indonesia sesuai amanah yang 
diberikan, khususnya pada kegiatan pengembangan standar. Kontribusi tersebut 
dilakukan Subdirektorat Sistem Manajemen dan Penilaian Kesesuaian berkoordinasi dan 
bersinergis dengan Komite Teknis Perumusan SNI,  dengan memanfaatkan sumber daya 
yang ada secara optimal pada setiap tahapan perumusan SNI. 

Melalui hasil kegiatan yang telah dicapai, diharapkan akan tercipta keteraturan 
pelaksanaan pengembangan standar sehingga dapat mendukung tercapainya tujuan 
“Jumlah SNI yang ditetapkan  sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan” dan 
mencapai visi  “Terwujudnya proses Perumusan SNI yang taat azas dan tepat waktu”.  

Sebagai penutup, melalui Laporan Kinerja Subdirektorat Sistem Manajemen dan 
Penilaian Kesesuaian Tahun 2019 yang telah disusun ini, diharapkan dapat memenuhi 
kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan 
keputusan di masa mendatang, melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang 
lebih optimal dengan dukungan fasilitasi sumber daya dan peningkatan kemampuan 
teknis SDM perumusan SNI yang lebih baik. 
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    LAMPIRAN 1 
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              LAMPIRAN 2 
BAB IV   PENUTUP 

 

Daftar RASNI lingkup Subdirektorat Pengembangan Standar Sistem Manajemen dan 
Penilaian Kesesuaian,  yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai SNI Tahun 2019 

No RASNI status SNI 
tingkat keselarasan 

dengan standar 
internasional 

jenis SNI 

Komite Teknis 03-02, Sistem Manajemen Mutu, Aset dan Pendidikan Non Formal 

1.  SNI ISO 
9004:2018 

Manajemen mutu — Mutu 
organisasi — Panduan 
mencapai sukses 
berkelanjutan 

revisi Adopsi standar 
internasional, 
identik terjemahan 

sistem 

2.  SNI ISO 
10002:2018 

Manajemen mutu — 
Kepuasan pelanggan — 
Pedoman penanganan 
keluhan pada organisasi 

revisi Adopsi standar 
internasional, 
identik rep-rep 

sistem 

3.  SNI ISO 
10004:2018 

Manajemen mutu — 
Kepuasan pelanggan — 
Pedoman pemantauan dan 
pengukuran 

revisi Adopsi standar 
internasional, 
identik rep-rep 

sistem 

4.  SNI ISO 
10005:2018 

Manajemen mutu — 
Pedoman untuk rencana 
mutu 

revisi Adopsi standar 
internasional, 
identik rep-rep 

sistem 

5.  SNI ISO 
10006:2017 

Manajemen mutu —  
Pedoman untuk manajemen 
mutu proyek 

revisi Adopsi standar 
internasional, 
identik rep-rep 

sistem 

6.  SNI ISO/TS 
54001:2019 

Sistem manajemen mutu — 
Persyaratan khusus 
penerapan ISO 9001:2015 
untuk organisasi pemilihan 
umum di semua tingkat 
pemerintahan 

revisi Adopsi standar 
internasional, 
identik rep-rep 

sistem 

7.  SNI ISO 
18091:2019 

Sistem manajemen mutu — 
Pedoman penerapan ISO 
9001 pada pemerintah 
daerah 

 

revisi Adopsi standar 
internasional, 
identik rep-rep 

sistem 
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No RASNI status SNI 
tingkat keselarasan 

dengan standar 
internasional 

jenis SNI 

8.  SNI ISO 
19011:2018 

Panduan audit sistem 
manajemen 

revisi Adopsi standar 
internasional, 
identik terjemahan 

sistem 

9.  SNI ISO 
21001:2018 

Organisasi pendidikan - 
Sistem manajemen untuk 
organisasi pendidikan - 
Persyaratan dengan 
panduan untuk digunakan 

baru Adopsi standar 
internasional, 
identik rep-rep 

sistem 

Komite Teknis 03-05, Lembaga Penilaian Kesesuaian 

10.  SNI ISO/IEC 
17011:2017 

Penilaian kesesuaian — 
Persyaratan badan 
akreditasi dalam 
mengakreditasi lembaga 
penilaian kesesuaian 

revisi Adopsi standar 
internasional, 
identik terjemahan 

sistem 

11.  SNI ISO/IEC 
17021-
1:2015 

Penilaian kesesuaian - 
Persyaratan lembaga 
penyelenggara audit dan 
sertifikasi sistem manajemen - 
Bagian 1: Persyaratan 

revisi Adopsi standar 
internasional, 
identik terjemahan 

sistem 

12.  SNI ISO/IEC 
17021-
2:2016 
 

Conformity assessment -- 
Requirements for bodies 
providing audit and 
certification of management 
systems -- Part 2: 
Competence requirements 
for auditing and certification 
of environmental 
management systems 

revisi Adopsi standar 
internasional, 
identik terjemahan 

sistem 

13.  SNI ISO/IEC 
17021-
3:2017 

Conformity assessment -- 
Requirements for bodies 
providing audit and 
certification of management 
systems -- Part 3: 
Competence requirements 
for auditing and certification 
of quality management 
systems 

revisi Adopsi standar 
internasional, 
identik terjemahan 

sistem 
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No RASNI status SNI 
tingkat keselarasan 

dengan standar 
internasional 

jenis SNI 

14.  SNI ISO/IEC 
TS 17021-
5:2014 

Conformity assessment -- 
Requirements for bodies 
providing audit and 
certification of management 
systems -- Part 5: 
Competence requirements 
for auditing and certification 
of asset management 
systems 

baru Adopsi standar 
internasional, 
identik terjemahan 

sistem 

15.  SNI ISO/IEC 
TS 17021-
9:2016 

Conformity assessment -- 
Requirements for bodies 
providing audit and 
certification of management 
systems -- Part 9: 
Competence requirements 
for auditing and certification 
of anti-bribery management 
systems 

baru Adopsi standar 
internasional, 
identik terjemahan 

sistem 

Komite Teknis 03-10, Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan 

16.  SNI 
8848:2019 

Manajemen risiko — 
Panduan implementasi SNI 
ISO 31000:2018  
di sektor publik 

Baru  Pengembangan 
sendiri 

Proses 

17.  SNI 
8849:2019 

Manajemen risiko —  
Kompetensi sumber daya 
manusia dalam 
implementasi SNI ISO 31000 

Baru  Pengembangan 
sendiri 

Personal 
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